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PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR 34 TAHUN 2O1O

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAIIAN

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2O1O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ALIKOTA BAUBAU,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

(APBD-P)Tahun Anggaran 2A10, perlu ditetapkan Peraturan Walikota

BauBau, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah

Perubahan (APBD-P);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah

Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4120);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

246,Tarr$ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40a8);

4. Undang-Undang Nomor 2I Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688);

2.

3,



-2-

7.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor T5,Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaut Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lrdonesia

Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perattran Perundang-

undangan (J,embaran Negara Republik Indoaesia T-ahun 2004 ,No-mo-r 53, Tanbahau

Lembaran N e gara Republik Indonesia Nomor 43 8 9) ;

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Lrdonesia Tahun 2004 Nomor I25, Tambahan Lembamn Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengg.anti undang-und'ang Nomor 3 Tahun

2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor

J08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a548);

Undarrg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Re.publik Indonesia Tahun 2004 Nomor

T26,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3};
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daeruh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah (Lembnan Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11% Tamb.ahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Aaggota -Dewan -Perwakilau Rakyat Daerah (trembara,n Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 47, Tambahan I-embaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49, Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5B);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

2O: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I35, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a57$;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No,mor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerch

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13& Tamb.ahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17.
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a577);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Lrdonesia Tahun 2005 Nomor

1 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 85);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

-In-stansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesja Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4737);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007;

29. Peraturan Daerah Kota BauBau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Kota BauBau Nomor 38 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan

"- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

.' MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
(APBD-P) TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah

Rp.381.628.978.241,-bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 2.582.019.710,69,- sehingga menjadi

Rp. 384.210.997.951,69,- dengan rincian sebagai berikut :
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1. Pendapatan:

a. Semula Rp. 356.683.397.699,-

b. Bertamba}/(berkurang) Rp. 28.305.964.200.-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 384.989.361.899,-

2. Belanja:

a. Semula Rp. 381.628.978.241,00-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.582.019.710.69.-

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 384.210997.95L,69,-

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. 778.363.947,31,-

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan:

1) Semula Rp. 25.445.580.542,-

2)Bertambah/(berkurang) Rp. {.25 .723 .944.489 ^31L
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. (278.363.947,37),-

b. Pengeluaran:

1) Semula Rp. 500.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.0 ,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 500.000.000,-

Jumlah Pemtriayaan neto setelah Perubahan Rp. (778.363.947131),,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 00r

Pasal 2

Pe{abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebagaimana

dimaksr*d dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan ini.
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Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam

Berita Daerah.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, Desember 2010

WALIKOTA BAUBAU,

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, Desember 2010

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2O1O NOMOR 16

SEKRET
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